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Perkawinan usia dini di Indonesia merupakan fenomena sosial yang
masih cukup tinggi dan menjadi perhatian masyarakat serta pemerintah, rentang
usia perkawinan di bawah 19 tahun masih terjadi baik di perkotaan maupun
pedesaan. Dalam konteks hukum, Indonesia telah mengatur batas usia perkawinan
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang
menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita, sedangkan nilai-nilai
Islam memegang peranan penting dalam pembentukan norma hukum, dalam
penelitian ini hifz al-nasl (pemeliharaan kehormatan dan keturunan) relevan dengan
batas usia perkawinan, karena menekankan perlindungan generasi muda dari risiko
kesehatan, sosial, dan ekonomi perkawinan dini, yang dapat mengancam
kelangsungan keturunan yang sehat dan bermartabat.

Tujuan dari penelitian ini meliputi, (1) Untuk menganalisis relevansi
konsep hifz al-nasl dalam Magashid Syariah terhadap proses legislasi Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Untuk menganalisis bagaimana substansi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan
mencerminkan prinsip hifz al-nasl dalam perspektif Maqashid Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder. Data dianalisis menggunakan metode content analysis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, konsep hifz al-nasl
dalam perspektif Ibn Ashur memiliki relevansi yang kuat dalam proses legislasi UU
No. 16 Tahun 2019, yang terintegrasi dalam seluruh 11 tahap pembentukan undang-
undang mulai dari perencanaan Prolegnas hingga pengesahan; kedua, substansi UU
No. 16 Tahun 2019 mencerminkan prinsip hifz al-nasl secara normatif melalui
perlindungan dimensi biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi keturunan,
meskipun penerapan dispensasi kawin yang masih tinggi menjadi catatan normatif
yang perlu perhatian

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep Hifz al-Nasl merupakan
landasan normatif yang terintegrasi dalam proses legislasi UU No. 16 Tahun 2019
sekaligus tercermin dalam substansi pengaturan batas usia perkawinan 19 tahun.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan substansi dispensasi kawin dan sinergi
kebijakan antara lembaga legislatif, peradilan, dan masyarakat agar tujuan
perlindungan keturunan dapat terwujud secara optimal.
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Early marriage in Indonesia is a social phenomenon that remains quite
high and is a concern for the community and government. Marriage ages under 19
still occur in both urban and rural areas. In a legal context, Indonesia has regulated
the minimum age for marriage in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage,
which sets a minimum age of 19 for men and women. Islamic values play an
important role in the formation of legal norms. In this study, Hifz al-Nasl
(maintaining honor and offspring) is relevant to the minimum age for marriage, as
it emphasizes protecting the younger generation from the health, social, and
economic risks of early marriage, which can threaten the continuity of healthy and
dignified offspring.

The objectives of this study include: (1) To analyze the relevance of the
concept of Hifz al-Nasl in Maqashid Syariah to the legislative process of Law
Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning
Marriage; (2) To analyze how the substance of Law Number 16 of 2019 concerning
the minimum age for marriage reflects the principle of Hifz al-Nasl from the
perspective of Maqashid Syariah.

This study uses a normative legal research method with a qualitative
approach through a literature review of primary and secondary legal materials. The
data were analyzed using content analysis.

The results indicate that: first, the concept of Hifz al-Nasl in Ibn
'Ashiir's perspective has a strong relevance throughout the 11-stage legislative
process of Law No. 16 of 2019, from the National Legislation Program (Prolegnas)
planning to the enactment; second, the substantive content of Law No. 16 of 2019
normatively reflects the principle of Hifz al-Nasl through the protection of
biological, psychological, social, and economic dimensions of offspring, although
the persistently high rate of marriage dispensations remains a normative concern.

This study concludes that the concept of Hifz al-Nasl serves as a
normative foundation that is integrated into the legislative process of Law No. 16
of 2019 and is simultaneously reflected in the substantive provisions setting the
minimum marriage age of 19 years. Therefore, strengthening the normative
substance of marriage dispensations and fostering policy synergy among legislative
institutions, the judiciary, and the community are essential to optimally achieving
the goal of offspring protection.
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